
 

GUBERNUR SUMATERA BARAT 
 

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT 

NOMOR : 23 TAHUN 2018 

T E N T A N G 

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  

PROVINSI SUMATERA BARAT  

TAHUN 2016 – 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

 

     Menimbang : a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 
telah ditetapkan keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor  050 – 1045 – 
2016 tentang  Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi 
Sumatera Barat Tahun 2016-2021; 

b.  bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Perubahan Rencana 
Strategis (Renstra) Daerah sebagai dokumen rencana kerja tahunan 
Organisasi Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;  

  c.  bahwa perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan suatu dokumen 
perencanaan yang akan dipedomani oleh perangkat daerah dalam 
penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 
2016-2021;  

  d.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana 
Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang  Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1213); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 
Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018. 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT 

DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2021. 

Pasal 1 

(1) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 

2016-2021 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2016-2021 merupakan dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yaitu Tahun 2016-2021. 

 



 

 

(2) Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan 

kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan  urusan Pemerintahan Wajib 

dan/atau urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap 

Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. 

 

(3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-

2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi : 

a. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun 

Rencana Kerja (Renja) Tahunan Organisasi Perangkat Daerah; 
 

b. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran 

Sementara (KUA/PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 
 

c. Penyusunan Rencana Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. 

Pasal  2 

Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Daerah dalam 

merencanakan program dan kegiatan Tahun 2016-2021 mengacu kepada dokumen 

Renstra Perangkat Daerah. 

Pasal 3 

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan  
dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 4 

 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

 
      Ditetapkan di Padang 

    pada tanggal 25 April 2018 

  

 GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

    

             IRWAN PRAYITNO 

Diundangkan di Padang 

pada tanggal 25 April 2018                  

 SEKRETARIS DAERAH 
 PROVINSI SUMATERA BARAT 
 
  
 
 ALI ASMAR   

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  

TAHUN 2018 NOMOR : 23 


